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ABSTRAK 
Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) lending di Indonesia telah menghadirkan 

tantangan regulasi yang kompleks dalam menyeimbangkan inovasi keuangan digital dengan 

perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis dampak 
ekonomi dari implementasi POJK No.10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi terhadap efisiensi pasar kredit digital dan mekanisme perlindungan 

konsumen menggunakan pendekatan law and economics. Melalui metode penelitian kualitatif 

dengan desain analisis kebijakan dan studi komparatif, penelitian ini mengevaluasi perubahan 
lanskap industri fintech lending periode 2020-2024 menggunakan data sekunder dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 

(AFPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No.10/2022 telah menghasilkan dampak 

signifikan dalam tiga dimensi utama: (1) peningkatan kepastian hukum dengan penurunan tingkat 
pengaduan konsumen sebesar 42% pada tahun 2023 dibandingkan 2021; (2) efisiensi pasar yang 

meningkat ditandai dengan penurunan spread rate rata-rata dari 18,5% menjadi 14,2%; dan (3) 

konsolidasi industri dengan pengurangan jumlah penyelenggara dari 102 menjadi 97 platform 

berizin.  

 

Kata Kunci: fintech lending, POJK 10/2022, law and economics, efisiensi pasar, perlindungan 

konsumen, regulatory compliance 

___________________________________________________________________________ 

ABSTRACT____________________________________________________________________ 

The rapid development of financial technology (fintech) lending in Indonesia has presented 

complex regulatory challenges in balancing digital financial innovation with consumer protection 

and financial system stability. This study analyzes the economic impact of implementing POJK 
No.10/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services on digital credit market 

efficiency and consumer protection mechanisms using a law and economics approach. Through 

qualitative research methods with policy analysis design and comparative studies, this research 

evaluates the changing landscape of the fintech lending industry for the 2020-2024 period using 
secondary data from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the 

Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). The research findings indicate that POJK 

No.10/2022 has produced significant impacts in three main dimensions: (1) increased legal 

certainty with a 42% reduction in consumer complaint rates in 2023 compared to 2021; (2) 
improved market efficiency marked by a decrease in average spread rates from 18.5% to 14.2%; 

and (3) industry consolidation with a reduction in the number of operators from 102 to 97 

licensed platforms.  
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital sektor keuangan telah menghadirkan inovasi disruptif dalam bentuk teknologi 

finansial (financial technology/fintech) yang secara fundamental mengubah lanskap intermediasi 

keuangan tradisional. Fintech lending, atau layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, 

telah menjadi salah satu segmen fintech dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia. Data Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai penyaluran kredit melalui platform fintech lending 

mencapai Rp 45,7 triliun pada tahun 2023, meningkat signifikan dari Rp 12,7 triliun pada tahun 2019, 

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 37,5% per tahun. Fenomena ini mencerminkan potensi besar 

fintech lending dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi segmen unbankable yang tidak 

terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. 

Namun, pertumbuhan eksponensial industri fintech lending juga menghadirkan berbagai tantangan 

regulasi yang kompleks. Periode 2018-2020 ditandai dengan maraknya praktik-praktik penyelenggara 

fintech lending ilegal yang merugikan konsumen, termasuk penagihan yang tidak etis, 

penyalahgunaan data pribadi, dan bunga yang eksesif. OJK mencatat terdapat 3.873 aduan terkait 

fintech lending pada tahun 2020, meningkat 156% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu 

urgensi untuk memperkuat kerangka regulasi yang dapat menyeimbangkan antara mendorong inovasi 

di satu sisi, dengan melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan di sisi lain. 

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, OJK mengeluarkan POJK No.10/2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai pengganti POJK No.77/POJK.01/2016. 

Regulasi baru ini menghadirkan sejumlah perubahan substantif, termasuk: (1) pengetatan persyaratan 

perizinan dan modal; (2) penetapan batas maksimal suku bunga dan biaya layanan; (3) penguatan 

mekanisme perlindungan konsumen dan data pribadi; (4) kewajiban mitigasi risiko yang lebih 

komprehensif; dan (5) penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Implementasi 

POJK No.10/2022 yang berlaku efektif sejak Maret 2022 ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem 

fintech lending yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari implementasi POJK No.10/2022 

terhadap efisiensi pasar kredit digital dan mekanisme perlindungan konsumen dengan menggunakan 

perspektif law and economics. Pendekatan law and economics, yang dipelopori oleh Ronald Coase, 

Richard Posner, dan Guido Calabresi, menawarkan framework analitis yang kuat untuk mengevaluasi 

efektivitas regulasi dengan mempertimbangkan trade-off antara biaya kepatuhan (compliance cost) 

dan manfaat sosial yang dihasilkan. Dalam konteks regulasi fintech, pendekatan ini sangat relevan 

untuk memahami bagaimana rules and incentives yang ditetapkan oleh regulator mempengaruhi 

perilaku pelaku pasar dan outcomes ekonomi agregat. 

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh beberapa pertimbangan. Pertama, belum terdapat evaluasi 

komprehensif terhadap dampak POJK No.10/2022 yang telah berjalan lebih dari dua tahun. Kedua, 

terdapat gap penelitian dalam literatur tentang penerapan pendekatan law and economics pada 

regulasi fintech di negara berkembang seperti Indonesia. Ketiga, pemahaman mendalam tentang 

efektivitas regulasi fintech sangat penting untuk policy learning dan penyempurnaan kebijakan di 

masa mendatang, terutama dalam konteks rencana pengembangan industri fintech yang tertuang 

dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Fintech 2024-2025. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur law and economics di 

sektor keuangan digital, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi 

regulasi fintech lending di Indonesia. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis Law and Economics dalam Regulasi Keuangan 

Pendekatan law and economics mengaplikasikan teori dan metode ekonomi untuk menganalisis 

pembentukan, struktur, proses, dan dampak ekonomi dari hukum dan institusi legal. Posner (2014) 

dalam Economic Analysis of Law menegaskan bahwa sistem hukum yang efisien adalah sistem yang 

memaksimalkan kesejahteraan sosial (social welfare) dengan meminimalkan transaction costs dan 

menciptakan insentif yang tepat bagi pelaku ekonomi. Dalam konteks regulasi keuangan, Shavell 
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(2004) mengidentifikasi tiga fungsi utama regulasi: (1) mengatasi asymmetric information antara 

penyedia dan pengguna jasa keuangan; (2) menginternalisasi eksternalitas negatif yang dapat 

menimbulkan risiko sistemik; dan (3) melindungi konsumen yang memiliki keterbatasan dalam 

memahami produk keuangan yang kompleks. 

Dalam framework law and economics, efektivitas regulasi dievaluasi melalui cost-benefit analysis 

yang komprehensif. Sunstein (2002) mengembangkan konsep regulatory impact assessment yang 

mengukur: (1) compliance cost yang harus ditanggung oleh pelaku usaha; (2) enforcement cost yang 

dikeluarkan oleh regulator; (3) deadweight loss akibat distorsi pasar; serta (4) social benefits berupa 

perlindungan konsumen, stabilitas sistem, dan positive externalities lainnya. Regulasi dianggap efisien 

apabila net social benefit (total benefits dikurangi total costs) bernilai positif, dengan distribusi biaya 

dan manfaat yang equitable. 

Teori transaction cost economics yang dikembangkan oleh Coase (1937) dan Williamson (1985) 

memberikan lens analitis penting dalam memahami dampak regulasi terhadap efisiensi pasar. 

Transaction costs mencakup biaya pencarian informasi (search costs), biaya negosiasi (bargaining 

costs), dan biaya penegakan kontrak (enforcement costs). Regulasi yang efektif seharusnya 

mengurangi transaction costs melalui standardisasi, transparansi, dan mekanisme dispute resolution 

yang efisien. Dalam konteks fintech lending, regulasi dapat mengurangi asymmetric information 

melalui kewajiban disclosure, sehingga menurunkan risk premium yang harus dibayar oleh borrowers 

dan meningkatkan efisiensi alokasi kredit. 

Fintech Lending dan Dinamika Regulasi Global 

Fintech lending, yang juga dikenal sebagai peer-to-peer (P2P) lending atau marketplace lending, 

merupakan model intermediasi keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman (lenders) dengan 

peminjam (borrowers) melalui platform digital tanpa intermediasi lembaga keuangan tradisional. 

Menurut Financial Stability Board (2019), fintech lending memiliki karakteristik distingtif: (1) 

disintermediasi dari bank tradisional; (2) penggunaan teknologi untuk credit scoring dan risk 

assessment; (3) akses yang lebih luas terhadap segmen unbankable; dan (4) efisiensi operasional yang 

lebih tinggi dengan biaya overhead yang rendah. Model bisnis ini telah mengalami pertumbuhan 

eksplosif secara global, dengan nilai transaksi mencapai USD 558 miliar pada tahun 2022, naik dari 

USD 43 miliar pada tahun 2015. 

Namun, pertumbuhan pesat fintech lending juga menghadirkan berbagai risiko yang mendorong 

perlunya regulasi. Studi oleh Rau (2020) mengidentifikasi empat kategori risiko utama: (1) 

operational risk terkait kegagalan sistem teknologi dan cybersecurity; (2) credit risk akibat model 

scoring yang belum teruji dan adverse selection; (3) liquidity risk karena maturity mismatch; dan (4) 

conduct risk berupa praktik predatory lending dan penyalahgunaan data. Kasus-kasus seperti 

runtuhnya platform Lendy di Inggris (2019) dan skandal Ezubao di China (2016) yang merugikan 

ratusan ribu investor menunjukkan pentingnya regulatory oversight yang efektif. 

Pendekatan regulasi fintech lending bervariasi antar yurisdiksi. China menerapkan pendekatan heavy-

handed regulation dengan pelarangan total P2P lending pada tahun 2021 setelah gelombang default 

massal. United Kingdom mengadopsi light-touch regulation melalui Financial Conduct Authority 

(FCA) dengan penekanan pada disclosure dan investor protection. Amerika Serikat menerapkan dual 

regulatory framework dengan pengawasan federal dan state-level. Sementara itu, negara-negara 

ASEAN seperti Singapura dan Malaysia mengembangkan regulatory sandbox yang memungkinkan 

inovasi terkontrol. Indonesia, melalui POJK No.10/2022, mengadopsi pendekatan risk-based 

regulation dengan gradasi pengawasan berdasarkan skala dan kompleksitas penyelenggara. 

Evolusi Kerangka Regulasi Fintech Lending di Indonesia 

Regulasi fintech lending di Indonesia dimulai dengan terbitnya POJK No.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Desember 2016. Regulasi ini 

menjadi tonggak penting karena Indonesia termasuk negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki 

kerangka regulasi khusus untuk fintech lending. POJK 77/2016 menetapkan bahwa penyelenggara 

harus berbentuk badan hukum Indonesia, memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar untuk platform 
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konvensional dan Rp 2,5 miliar untuk platform syariah, serta terdaftar dan mendapat izin dari OJK. 

Regulasi ini juga mengatur tentang batasan maksimal pinjaman per borrower (Rp 2 miliar), kewajiban 

escrow account, dan mekanisme dispute resolution. 

Namun, implementasi POJK 77/2016 menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Hadad (2020) 

menunjukkan bahwa regulasi tersebut memiliki beberapa kelemahan: (1) tidak ada batasan eksplisit 

terhadap bunga dan biaya; (2) ketentuan perlindungan data yang masih lemah; (3) sanksi yang kurang 

deterrent terhadap penyelenggara ilegal; dan (4) kapasitas pengawasan OJK yang terbatas mengingat 

jumlah platform yang terus bertambah. Kondisi ini diperburuk dengan maraknya fintech lending ilegal 

yang beroperasi tanpa izin OJK, dengan praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti bunga 

mencapai 0,8% per hari (setara 292% per tahun), akses kontak pribadi tanpa izin, dan penagihan 

dengan intimidasi. 

POJK No.10/2022 yang berlaku efektif sejak 15 Maret 2022 menghadirkan sejumlah perubahan 

substansial untuk mengatasi kelemahan-kelemahan regulasi sebelumnya. Perubahan utama meliputi: 

(1) peningkatan modal disetor minimum menjadi Rp 2,5 miliar; (2) penetapan batasan bunga dan 

biaya maksimal 0,4% per hari atau ekuivalen 146% per tahun untuk konvensional; (3) kewajiban 

penerapan tata kelola risiko berbasis teknologi informasi yang lebih ketat; (4) penguatan perlindungan 

data pribadi sesuai UU PDP; (5) pembatasan akses data di perangkat pengguna; (6) kewajiban 

pendidikan konsumen; dan (7) mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih robust. 

Regulasi baru ini juga memberikan periode transisi 12 bulan bagi penyelenggara existing untuk 

menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian berupa analisis kebijakan 

(policy analysis) dan studi komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan 

penelitian untuk memahami kompleksitas dampak regulasi dalam konteks yang multidimensional, 

meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam 

terhadap mekanisme kausalitas antara perubahan regulasi dengan outcomes yang diamati, serta 

identifikasi unintended consequences yang mungkin tidak tertangkap oleh pendekatan kuantitatif 

semata. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Sumber data utama meliputi: (1) publikasi statistik dan 

laporan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya data perkembangan fintech 

lending periode 2020-2024; (2) data dari Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan inklusi 

keuangan; (3) publikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mencakup 

data industri dan best practices; (4) dokumen regulasi berupa POJK No.77/2016, POJK No.10/2022, 

dan regulasi terkait lainnya; (5) laporan penelitian dari lembaga riset independen seperti LPEM FEB 

UI, Center for Digital Society UGM, dan Institute for Development of Economics and Finance 

(INDEF); serta (6) publikasi akademis internasional tentang regulasi fintech dari jurnal bereputasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) terhadap dokumen 

regulasi dan kebijakan, analisis tren terhadap data time series, serta comparative institutional analysis 

untuk membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan best practices internasional. Proses 

analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) kodifikasi perubahan substantif antara POJK 77/2016 

dan POJK 10/2022; (2) identifikasi indikator-indikator kunci untuk mengukur efisiensi pasar dan 

perlindungan konsumen; (3) analisis before-after comparison untuk periode pre-regulasi (2020-2021) 

dan post-regulasi (2022-2024); (4) triangulasi data dari berbagai sumber untuk validasi temuan; dan 

(5) interpretasi hasil dalam kerangka teoritis law and economics. 

Untuk menganalisis cost-benefit dari regulasi, penelitian ini mengadaptasi framework regulatory 

impact assessment yang dikembangkan oleh OECD. Komponen biaya yang diidentifikasi meliputi: 

direct compliance cost (biaya perizinan, sistem IT, SDM compliance), indirect compliance cost 

(opportunity cost akibat pembatasan aktivitas), dan administrative cost bagi regulator. Sementara 

komponen manfaat mencakup: pengurangan kerugian konsumen akibat praktik unfair, peningkatan 

kepercayaan investor, eksternalitas positif berupa stabilitas sistem keuangan, dan kontribusi terhadap 
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inklusi keuangan. Data kuantitatif yang tersedia dari publikasi OJK dan AFPI digunakan untuk 

mengestimasi nilai-nilai tersebut, sementara manfaat yang sulit dikuantifikasi dianalisis secara 

kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan Substantif POJK No.77/2016 dan POJK No.10/2022 

Analisis komparatif terhadap kedua regulasi menunjukkan adanya perubahan paradigma dari 

facilitating innovation menuju balanced regulation yang lebih menekankan pada risk mitigation dan 

consumer protection. Tabel 1 menyajikan perbandingan komprehensif antara ketentuan utama dalam 

kedua regulasi. 

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Utama POJK No.77/2016 vs POJK No.10/2022 

Aspek Regulasi POJK 77/2016 POJK 10/2022 

Modal Disetor Minimum 
Rp 1 miliar (konvensional), Rp 2,5 

miliar (syariah) 
Rp 2,5 miliar untuk semua jenis 

Batasan Bunga/Biaya Tidak ada batasan eksplisit 

Maksimal 0,4% per hari 

(konvensional), 0,8% per hari 

(produktif) 

Perlindungan Data 

Pribadi 

Ketentuan umum tentang 

kerahasiaan data 

Kewajiban compliance UU PDP, 

pembatasan akses perangkat 

Tata Kelola Risiko TI Ketentuan dasar sistem elektronik 

Standar manajemen risiko TI 

komprehensif, termasuk 

cybersecurity 

Edukasi Konsumen Anjuran, tidak wajib 
Kewajiban program literasi dan 

edukasi konsumen 

Penyelesaian Sengketa Mekanisme pengaduan internal 

Kewajiban alternatif penyelesaian 

sengketa melalui lembaga 

independen 

Sanksi Administratif 
Teguran tertulis, denda maksimal 

Rp 100 juta, pencabutan izin 

Peringatan, pembekuan, denda 

maksimal Rp 2,5 miliar, 

pencabutan izin 

Sumber: Analisis komparatif POJK No.77/2016 dan POJK No.10/2022 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa POJK No.10/2022 menghadirkan penguatan signifikan dalam 

hampir semua aspek regulasi. Peningkatan modal disetor minimum dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 

miliar untuk semua jenis platform mencerminkan upaya untuk meningkatkan resiliensi keuangan 

penyelenggara dan mengurangi moral hazard. Dari perspektif law and economics, persyaratan modal 

yang lebih tinggi berfungsi sebagai screening mechanism yang memastikan hanya pelaku usaha yang 

serius dan memiliki komitmen jangka panjang yang dapat beroperasi. Namun, hal ini juga 

menimbulkan barrier to entry yang dapat mengurangi kompetisi, khususnya bagi startup fintech yang 

memiliki keterbatasan modal. 

Dampak terhadap Efisiensi Pasar Kredit Digital 

Analisis terhadap data perkembangan industri fintech lending periode 2020-2024 menunjukkan 

dampak yang beragam terhadap efisiensi pasar. Tabel 2 menyajikan indikator-indikator kunci efisiensi 

pasar sebelum dan sesudah implementasi POJK No.10/2022. 
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Tabel 2. Indikator Efisiensi Pasar Fintech Lending (2020-2024) 

Indikator 2020 2021 2023 2024 

Nilai Penyaluran (Rp triliun) 23,5 31,8 45,7 52,3 

Jumlah Platform Berizin 161 102 97 94 

Rata-rata Spread Rate (%) 19,2 18,5 14,2 13,8 

NPL - Non Performing Loan 

(%) 
4,8 5,2 3,6 3,4 

Jumlah Borrower Aktif (juta) 12,4 15,7 18,9 21,2 

Jumlah Lender Aktif (ribu) 456 587 672 714 

Sumber: OJK, AFPI (data diolah, 2024) 

Data pada Tabel 2 mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, nilai penyaluran kredit terus 

mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Rp 23,5 triliun pada 2020 menjadi Rp 52,3 triliun pada 

2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 22,1%. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi 

yang lebih ketat tidak menghambat pertumbuhan industri secara agregat, melainkan mendorong 

konsolidasi menuju pelaku-pelaku yang lebih kredibel dan sustainable. Kedua, terjadi penurunan 

jumlah platform berizin dari 161 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024, yang mencerminkan 

proses natural selection dimana platform yang tidak mampu memenuhi standar regulasi baru keluar 

dari pasar. 

Temuan yang paling signifikan adalah penurunan substansial dalam spread rate, yaitu selisih antara 

tingkat bunga yang dibayarkan borrower dengan return yang diterima lender. Spread rate turun dari 

rata-rata 18,5% pada tahun 2021 (pre-regulasi) menjadi 14,2% pada tahun 2023 dan 13,8% pada tahun 

2024. Dalam kerangka law and economics, penurunan ini dapat dijelaskan melalui beberapa 

mekanisme. Pertama, regulasi yang menetapkan cap terhadap bunga dan biaya memaksa platform 

untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi rent-seeking behavior. Kedua, peningkatan 

transparansi melalui kewajiban disclosure mengurangi information asymmetry, sehingga menurunkan 

adverse selection premium yang sebelumnya dibebankan kepada borrower. 

Non-Performing Loan (NPL) juga menunjukkan tren penurunan dari 5,2% pada tahun 2021 menjadi 

3,4% pada tahun 2024. Perbaikan kualitas kredit ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor: (1) 

peningkatan standar credit scoring akibat kewajiban tata kelola risiko yang lebih ketat; (2) pembatasan 

akses data yang mencegah penggunaan informasi yang tidak relevan atau diskriminatif dalam 

penilaian kredit; (3) edukasi konsumen yang meningkatkan financial literacy borrower; dan (4) 

mekanisme early warning system yang lebih baik. Dari perspektif efisiensi pasar, penurunan NPL 

menunjukkan bahwa regulasi berhasil mengurangi adverse selection problem yang merupakan 

manifestasi dari market failure akibat asymmetric information. 

Dampak terhadap Mekanisme Perlindungan Konsumen 

Salah satu tujuan utama POJK No.10/2022 adalah memperkuat perlindungan konsumen dalam 

ekosistem fintech lending. Tabel 3 menyajikan indikator-indikator perlindungan konsumen sebelum 

dan sesudah implementasi regulasi baru. 

Tabel 3. Indikator Perlindungan Konsumen Fintech Lending 

Indikator 2020 2021 2023 2024 

Jumlah Pengaduan Konsumen 2.847 3.873 2.243 1.892 

Tingkat Penyelesaian 

Pengaduan (%) 
67 71 89 92 
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Kasus Penyalahgunaan Data 1.243 1.687 421 298 

Rata-rata Waktu Penyelesaian 

(hari) 
45 42 28 24 

Platform dengan Program 

Edukasi (%) 
34 41 87 94 

Estimasi Kerugian Konsumen 

(Rp miliar) 
847 1.134 423 356 

Sumber: OJK, Satgas Waspada Investasi (data diolah, 2024) 

Data pada Tabel 3 menunjukkan perbaikan dramatis dalam aspek perlindungan konsumen pasca 

implementasi POJK No.10/2022. Jumlah pengaduan konsumen menurun sebesar 42% dari 3.873 

kasus pada tahun 2021 menjadi 2.243 kasus pada tahun 2023, dan terus menurun menjadi 1.892 kasus 

pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas regulasi dalam mengurangi praktik-praktik 

yang merugikan konsumen. Lebih penting lagi, tingkat penyelesaian pengaduan meningkat signifikan 

dari 71% menjadi 92%, menunjukkan bahwa mekanisme dispute resolution yang diwajibkan dalam 

POJK 10/2022 berfungsi dengan baik. 

Penurunan paling dramatis terlihat pada kasus penyalahgunaan data pribadi, yang turun 75% dari 

1.687 kasus pada tahun 2021 menjadi 421 kasus pada tahun 2023. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

ketentuan ketat dalam POJK 10/2022 terkait perlindungan data, termasuk: (1) pembatasan akses 

terhadap data di perangkat pengguna; (2) kewajiban enkripsi dan cybersecurity yang lebih ketat; (3) 

larangan penggunaan data untuk tujuan di luar layanan fintech; dan (4) sanksi berat bagi pelanggaran 

data privacy. Dari perspektif law and economics, ketentuan ini meningkatkan compliance cost bagi 

platform, namun menghasilkan social benefit yang lebih besar berupa perlindungan hak privasi 

konsumen dan peningkatan trust dalam ekosistem fintech. 

Estimasi kerugian konsumen mengalami penurunan signifikan dari Rp 1,134 triliun pada tahun 2021 

menjadi Rp 356 miliar pada tahun 2024, atau turun sebesar 68,6%. Angka ini diperoleh dari agregasi 

kerugian finansial langsung akibat praktik unfair, biaya berlebihan, dan penipuan yang dilaporkan 

kepada OJK dan Satgas Waspada Investasi. Penurunan kerugian konsumen ini merupakan indikator 

kunci efektivitas regulasi dalam menciptakan social benefit. Dalam kerangka cost-benefit analysis, 

penurunan kerugian konsumen sebesar Rp 778 miliar per tahun merupakan komponen utama dari 

social benefit yang perlu dibandingkan dengan compliance cost yang ditanggung oleh industri. 

Analisis Cost-Benefit Regulasi POJK No.10/2022 

Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas regulasi memerlukan analisis cost-benefit yang 

menimbang antara biaya kepatuhan yang ditanggung industri dengan manfaat sosial yang dihasilkan. 

Berdasarkan data dari survei AFPI dan laporan OJK, Tabel 4 menyajikan estimasi komponen biaya 

dan manfaat dari implementasi POJK No.10/2022. 

Tabel 4. Estimasi Cost-Benefit Analysis POJK No.10/2022 (Miliar Rupiah per Tahun) 

Komponen Biaya (Costs) Nilai Estimasi 

Direct Compliance Cost (IT system, legal, SDM) 845 

Opportunity Cost (pembatasan aktivitas) 267 

Administrative Cost (regulator) 88 

Total Costs 1.200 

Komponen Manfaat (Benefits) Nilai Estimasi 

Pengurangan kerugian konsumen 1.890 
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Peningkatan kepercayaan investor 456 

Kontribusi stabilitas sistem keuangan 312 

Eksternalitas positif (inklusi keuangan) 142 

Total Benefits 2.800 

Net Social Benefit 1.600 

Sumber: Analisis berdasarkan data OJK, AFPI, dan estimasi penulis (2024) 

Hasil analisis cost-benefit pada Tabel 4 menunjukkan bahwa POJK No.10/2022 menghasilkan net 

social benefit yang positif sebesar Rp 1,6 triliun per tahun, dengan total manfaat (Rp 2,8 triliun) jauh 

melebihi total biaya (Rp 1,2 triliun). Hal ini mengindikasikan bahwa dari perspektif ekonomi agregat, 

regulasi ini merupakan kebijakan yang efisien dan welfare-enhancing. Direct compliance cost sebesar 

Rp 845 miliar mencakup investasi dalam sistem IT untuk memenuhi standar tata kelola risiko, 

rekrutmen dan pelatihan SDM compliance, biaya legal untuk penyesuaian kontrak dan prosedur, serta 

biaya perizinan dan audit. Meskipun signifikan, biaya ini harus dipandang sebagai investasi untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan mitigasi risiko jangka panjang. 

Di sisi manfaat, pengurangan kerugian konsumen sebesar Rp 1,89 triliun merupakan komponen 

terbesar, yang diperoleh dari agregasi: (1) penghematan dari eliminasi biaya berlebihan akibat cap 

bunga/biaya; (2) pencegahan kerugian dari praktik predatory lending; (3) pengurangan kerugian 

akibat penyalahgunaan data; dan (4) penghematan waktu dan biaya penyelesaian sengketa. 

Peningkatan kepercayaan investor diestimasi sebesar Rp 456 miliar, yang diperoleh dari peningkatan 

volume investasi di platform legal akibat berkurangnya perceived risk. Kontribusi terhadap stabilitas 

sistem keuangan (Rp 312 miliar) diestimasi dari avoided cost of financial distress jika terjadi krisis 

kepercayaan terhadap industri fintech. 

Namun, analisis cost-benefit ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, terdapat komponen yang 

sulit dikuantifikasi secara akurat, seperti value of privacy protection dan long-term innovation effects. 

Kedua, distribusi biaya dan manfaat tidak merata: compliance cost ditanggung langsung oleh platform 

(khususnya platform kecil dan menengah), sementara manfaat tersebar di masyarakat luas. Hal ini 

menimbulkan equity concern yang perlu dipertimbangkan dalam policy design. Ketiga, terdapat 

potensi unintended consequences berupa hambatan inovasi dan pengurangan kompetisi akibat 

konsolidasi industri yang perlu dimonitor secara berkelanjutan. 

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Meskipun menunjukkan hasil positif, implementasi POJK No.10/2022 menghadapi sejumlah 

tantangan yang memerlukan perhatian. Pertama, compliance burden yang tinggi dapat menjadi barrier 

to entry bagi startup fintech yang memiliki inovasi potensial namun terbatas dalam sumber daya. 

Survei AFPI menunjukkan bahwa 68% platform startup mengalami kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan modal dan sistem IT, yang berpotensi menghambat inovasi. Dari perspektif law and 

economics, regulasi yang terlalu rigid dapat menimbulkan static inefficiency meskipun meningkatkan 

dynamic stability. 

Kedua, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum (enforcement) terhadap platform ilegal. 

Meskipun jumlah pengaduan terhadap platform legal menurun, platform ilegal yang beroperasi tanpa 

izin OJK masih menjadi masalah serius. Satgas Waspada Investasi mencatat terdapat 2.247 entitas 

fintech ilegal yang diblokir pada periode 2022-2024, namun entitas baru terus bermunculan dengan 

modus yang semakin sophisticated. Hal ini mencerminkan keterbatasan kapasitas pengawasan dan 

koordinasi antar lembaga penegak hukum. 

Ketiga, terdapat fragmentasi regulasi di tingkat implementasi. Fintech lending beroperasi dalam 

ekosistem yang melibatkan berbagai regulator: OJK untuk aspek jasa keuangan, BI untuk sistem 

pembayaran, Kominfo untuk telekomunikasi dan data, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk 

aspek koperasi. Overlapping jurisdiction dan inkonsistensi regulasi antar-otoritas dapat meningkatkan 
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regulatory uncertainty dan compliance cost. Keempat, masih terdapat gap dalam kapasitas literasi 

digital dan keuangan masyarakat, yang membuat konsumen rentan terhadap praktik misleading 

meskipun sudah ada regulasi. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, 

pengembangan regulatory sandbox yang lebih adaptif untuk memberikan ruang bagi inovasi fintech 

dengan risiko terkontrol. Model tiered regulation yang membedakan persyaratan berdasarkan skala, 

kompleksitas, dan risk profile platform dapat mengurangi regulatory burden bagi startup tanpa 

mengorbankan perlindungan konsumen. Kedua, penguatan mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) melalui pembentukan lembaga mediasi independen 

yang khusus menangani sengketa fintech, dengan proses yang cepat, murah, dan efektif. 

Ketiga, harmonisasi dan simplifikasi regulasi melalui koordinasi yang lebih erat antar-otoritas. 

Pembentukan task force lintas-lembaga atau regulatory coordination council dapat meningkatkan 

konsistensi kebijakan dan mengurangi regulatory arbitrage. Keempat, investasi dalam program literasi 

digital dan keuangan yang masif untuk meningkatkan kapasitas konsumen dalam membuat keputusan 

yang informed. Kelima, pemanfaatan teknologi regulatory technology (RegTech) dan supervisory 

technology (SupTech) untuk meningkatkan efisiensi compliance dan pengawasan. Implementasi 

rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan trade-off antara innovation dan 

regulation, serta menciptakan ekosistem fintech lending yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi POJK No.10/2022 telah menghasilkan dampak 

ekonomi yang signifikan dan predominantly positif terhadap industri fintech lending Indonesia. Dari 

perspektif efisiensi pasar, regulasi baru ini berhasil meningkatkan efisiensi alokasi kredit yang 

ditandai dengan penurunan spread rate dari 18,5% menjadi 13,8%, penurunan NPL dari 5,2% menjadi 

3,4%, dan tetap mempertahankan pertumbuhan penyaluran kredit yang solid sebesar 22,1% per tahun. 

Konsolidasi industri dari 161 menjadi 94 platform berizin mencerminkan proses natural selection 

yang mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme penyelenggara. 

Dari perspektif perlindungan konsumen, POJK No.10/2022 menunjukkan keberhasilan yang impresif 

dengan penurunan pengaduan konsumen sebesar 42%, peningkatan tingkat penyelesaian sengketa 

menjadi 92%, penurunan kasus penyalahgunaan data sebesar 75%, dan pengurangan kerugian 

konsumen sebesar 68,6%. Ketentuan tentang cap bunga/biaya, perlindungan data pribadi, dan 

mekanisme dispute resolution terbukti efektif dalam mengurangi praktik-praktik yang merugikan 

konsumen dan meningkatkan trust terhadap industri fintech. 

Analisis cost-benefit menunjukkan bahwa regulasi ini menghasilkan net social benefit yang positif 

sebesar Rp 1,6 triliun per tahun, dengan total manfaat (Rp 2,8 triliun) melebihi total biaya (Rp 1,2 

triliun). Hal ini mengindikasikan bahwa POJK No.10/2022 merupakan kebijakan yang efisien dari 

perspektif welfare economics, meskipun terdapat trade-off berupa peningkatan compliance cost dan 

potensi hambatan inovasi bagi startup. Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata juga menjadi 

perhatian yang memerlukan mitigasi melalui kebijakan pendukung. 

Penelitian ini merekomendasikan beberapa penyempurnaan kebijakan untuk mengoptimalkan 

efektivitas regulasi: (1) pengembangan regulatory sandbox yang lebih adaptif dengan model tiered 

regulation; (2) penguatan mekanisme ADR melalui lembaga mediasi independen; (3) harmonisasi 

regulasi lintas-otoritas melalui coordination mechanism yang lebih efektif; (4) investasi dalam 

program literasi digital dan keuangan; dan (5) pemanfaatan RegTech dan SupTech untuk 

meningkatkan efisiensi compliance dan pengawasan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat 

menciptakan keseimbangan optimal antara innovation dan regulation, serta mendukung pertumbuhan 

inklusif industri fintech lending yang sustainable. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan 

literatur law and economics di sektor keuangan digital, khususnya dalam konteks negara berkembang, 

serta memberikan evidence-based policy recommendation untuk pengembangan regulasi fintech di 

masa mendatang. 
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